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MONITORING DAN EVALUASI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
TRIWULAN I (JANUARI-MARET TAHUN 2023)
PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN

Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu
dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Pelaksanaan evaluasi tersebut
dilakukan terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada bulan Januari
sampai dengan Maret Tahun 2023. Evaluasi dilakukan sebagaimana diwajibkan berdasarkan
Pasal 6 Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Keputusan Direktur Jenderal
Badan  Peradilan ~ Umum  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia = Nomor
1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan
Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
dan Peradilan di Bawahnya.

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

3. Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang
Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan;

6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei
dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) Pada
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya;

7. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 25/KPN/PN.Kkn/SK/2/2022
tanggal 23 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Survei Indeks Kepuasan
Masyarakat pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun;

8. Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Kuala

Kurun Januari-Maret tanggal 31 Maret 2023.
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B. WAKTU PELAKSANAAN
Monitoring dan Evaluasi dilakukan pada hari Jumat tanggal 3 April 2023.

C. MAKSUD DAN TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI
Evaluasi dilakukan sebagaimana diwajibkan sebagaimana Pasal 6 Peraturan Menpan RB
Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara
Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) Pada Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya, Maksud dan tujuan dilakukannya monitoring
dan evaluasi tersebut adalah:
a. Terwujudnya penyelenggaraan publik yang prima, bebas korupsi, pemenuhan visi
Mahkamah Agung RI;
b. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan;
¢. Menemukan komponen mana yang memiliki nilai terendah guna melakukan langkah-
langkah perbaikan;

d. Peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggara layanan.

D. HASIL MONITORING DAN EVALUASI
Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada bulan bulan
Januari sampai Maret Tahun 2023 disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Kuala Kurun sebesar 99,51 atau berada
dalam indeks 3,98 dengan kategori SANGAT BAIK. Adapun kesimpulan pada masing-

masing ruang lingkup sebagai berikut:

No. Ruang Lingkup Rata-rata skor Kategori
1. | Persyaratan Pelayanan 3,975 Sangat Baik
2. | Prosedur 3,975 Sangat Baik
3. | Waktu Pelayanan 3.975 Sangat Baik
4. | Biaya/ Tarif 3,975 Sangat Baik
s Produk Spesifikasi Jenis 3,975 Sangat Baik

pelayanan
6. | Kopetensi Pelaksana 3,975 Sangat Baik
7. | Perilaku pelaksana 3,975 Sangat Baik
8. | Sarana dan Prasarana 4,00 Sangat Baik
Penangananan
9. | pengaduan, saran dan 4,000 Sangat Baik
masukan
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Sedangkan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat dengan 3 (tiga) indikator terendah
berada pada ruang lingkup:

1. Persyaratan Pelayanan dengan rata-rata skor sebesar 3,975/99,38;
2. Prosedur dengan rata-rata skor sebesar 3,975/99,38;
3. Waktu Pelayanan dengan rata-rata skor sebesar 3,975/99,38;

Ketua Tim Survei memberikan rekomendasi agar perlunya perbaikan-perbaikan
khususnya terhadap tiga ruang lingkup dengan nilai terendah tersebut segera ditindaklanjuti
guna peningkatan layanan terhadap masyarakat pengguna layanan pengadilan, adapun
evaluasi terhadap penyelesaian rekomendasi tersebut sebagai berikut:

HASIL MONITORING EVALUASI

No Unsur Kegiatan
Layanan Monitoring Evaluasi
1. | Persyaratan Pemohon Pelayanan masih | a. Agar petugas PTSP dapat memberikan
Pelayanan ada yang belum mengerti penjelasan kepada masyarakat yang
dengan persyaratan saat mengajukan permohonan pelayanan
mengajukan permohonan. secara jelas mengenai persyaratan
yang harus dilengkapi oleh pemohon
dan Petugas PTSP harus tetap
melayani masyarakat dengan sabar
dan ramah.
b. Brosur-brosur pada setiap petugas
PTSP agar selalu tersedia sehingga
memudahkan pemohon pelayanan
saat mengajukan permohonan ke
petugas PTSP.

2. | Prosedur Pemohon masih ada yang | a. Agar petugas PTSP dapat
belum memahami prosedur memberikan penjelasan dan
pelayananan saat pemahamaman kepada masyarakat
mengajukan permohonan yang  mengajukan  permohonan

pelayanan secara jelas mengenai
prosedur untuk mendapatkan
pelayanan.

b. Petugas PTSP juga dapat
membagikan brosur kepada
masyarakat yang mengajukan

permohonan.
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Waktu

Pelayanan

Masih ada sebagian

pemohon pelayanan yang
menginginkan
permohonannya cepat

selesai sedangkan petugas
PTSP masih menyelesaikan
permohonan dari pemohon
pelayanan yang datang

terlebih dahulu.

. Setiap pemohon pelayanan agar

Agar petugas PTSP dapat

memberikan  penjelasan  kepada

masyarakat yang mengajukan
permohonan pelayanan secara jelas
mengenai pelayanan yang diberikan
bahwa

petugas PTSP  dalam

meneyelesaikan permohonan
pelayanan harus mengacu kepada
SOP yang didalamnya mencantumkan
waktu penyelesaian dan Petugas
PTSP  harus tetap  melayani

masyarakat dengan sabar dan ramabh;

diberikan
dengan kedatangan di PTSP;

nomor antrian sesuai

Demikian hasil dari monitoring dan evaluasi terhadap hasil Survei Kepuasan

Mengetahui,

Ketua Tim Survei

Fransiskus Sinurat, S.H.

NIP 19940322 201712 1 004

Masyarakat bulan Januari sampai Maret Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun;

Sekretaris/A
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NIP 19830502 200904 1 009
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